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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pengaturan hukum  surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris nasional di Indonesia adalah tunduk kepada hukum waris dari pewaris, bukan ahli waris. Dengan membuat surat keterangan hak waris, maka, para ahli waris dapat melakukan tindakan pengurusan bersama atas harta bersama yang masih atas nama pewaris, meski sudah disebutkan besaran bagian masing-masing, namun mengenai yang diterima masing-masing ahli waris berdasarkan besaran bagiannya dibuat terpisah dalam akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan. 
2. Prosedur pembuatan surat keterangan waris adalah adalah dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu menghadap ke instansi/petugas terkait yang aturannya juga dibedakan antara WNI non-Tionghoa dan non-Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Manfaat serta fungsi dibuatnya surat keterangan ahli waris ini adalah guna menunjukan ahli waris secara sah. Dengan tidak adanya surat keterangan ahli waris tersebut, seseorang yang dinilai memiliki hak atas warisan dapat terhalang dalam mendapatkan harta warisan yang menjadi bagiannya.
3. Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan akta surat keterangan hak waris adalah hadir untuk menjalankan fungsinya dalam mengurus harta peninggalan terutama dalam hal pewarisan untuk membuat suat keterangan waris bagi golongan timur asing selain Tionghoa. Secara normatif kewenangan penerbitan surat keterangan waris oleh BHP untuk suatu golongan tertentu tidak terdapat secara atributif karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan spesifik mengatur secara umum surat keterangan waris untuk golongan timur asing non tionghoa mutlak harus dibuat oleh BHP, dan Permenkumham 7/2021 sendiri tidak menjabarkan secara lebih lanjut kewenangan tersebut. Kewenangan BHP untuk membuat surat keteranngan waris hanya untuk suatu perbuatan hukum tertentu yakni pendaftaran peralihan hak atas tanah.
B. Saran 
1. Agar ada pengaturan khusus mengenai pembuatan surat keterangan hak mewaris, juga tidak ada lagi pembeda-bedaan pejabat yang berwenang membuat surat keterangan hak mewaris berdasarkan perbedaan golongan penduduk hal ini terkait dengan tujuan pembuatan Undang-undang, demi terciptanya kepastian hukum dan juga bahwa karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai surat keterangan hak mewaris adalah satu kelemahan yang mungkin dapat merugikan para ahli waris lainnya.
2. Pemerintah harus mulai memikirkan untuk merumuskan hukum waris yang berlaku nasional dan menghapuskan penggolongan penduduk untuk sepenuhnya dalam sistem hukum di Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan bangsa yaitu kesama rataan dan anti diskriminasi. Selain itu dalam hal merumuskan suatu peraturan tentang fungsi BHP dalam membuat surat keterangan waris, hendaknya lebih diperjelas untuk golongan mana. Karena ketika tidak jelas dirumuskan maka akan terjadi timpang tindih kewenangan.
3. Perlunya ketelitian dari instansi-instansi yang terkait dalam proses pembuatan surat keterangan waris sehingga tidak merugikan pihak-pihak ahli waris lainnya yang berhak sebagai ahli waris.
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